GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA
| NOMOR : 1l TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINS! SULAWES! TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISAS! DAN TATA KERJA DINAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pada organisasi

: Dinas Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur
kelembagaan, maka peru dilakukan penyempumaan terhadap
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perilu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi
Sulawesi Tenggara.

i

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesla Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
) Tahun. 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

é Mengingat




Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008
Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS! SULAWESI TENGGARA

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PROVINSI SULAWES! TENGGARA. |

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawes
Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria
Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut



1 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata
kerja dinas Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Dinas Sosial; |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemuda dan Olah Raga;

. Dinas Pertanian dan Peternakan;

10. Dinas Perkebunan dan Hortikultura;

11. Dinas Kehutanan;

12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

13. Dinas Kelautan dan Perikanan;

14, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

15. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

16. Dinas Pendapatan.
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara
sebagaimana tercantum dalam lampiran | s.d XVI Peraturan
Daerah ini. |

2. Ketentuan Bagian Pertama Dinas Pendidikan diubah sehingga
berbunyi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan ketentuan Pasal 6
ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat,

Bidang Pendidikan Dasar;

Bidang Pendidikan Menengah;

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Formal & Non Formal
(PAUDNI);

f Bidang Kebudayaan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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4.

3 Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kehumasar,
b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan InventarisasiAset,
¢. Sub Bagian Perencanaan. |

4. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah,
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan SD/PK-LK;
b. Seksi Pembinaan SMP /PK-LK;
. Seksi Pembinaan Kurikulum, Kesetaraan & PTK DIKDAS.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Dasar.

Pasal 9

(1) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan SMA/PK-LK;
b. Seksi Pembinaan SMK;
c. Seksi Pembinaan Kurikulum, Kesetaraan & PTK DIKMEN.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Menengah.

Pasal 10

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan informal
(PAUDNI) terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan PAUD;
b. Seksi Pembinaan DIKMAS;
c. Seksi Pembinaan Kurikulum dan PTK PAUDNI.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
(PAUDNI).

Pasat 11

(1) Bidang Kebudayaan dari :
a. Seksi Kesenian dan Perfilman;
b. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
¢. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya.
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(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Kebudayaan.

5 Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas
Kepala Dinas;

Sekretariat,

Bidang Bina Gizi, Kesehatan ibu dan Anak;
Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Kesehatan
Lingkungan,

Bidang Bina Upaya Kesehatan dan Kefarmasian;
Bidang Bina Sumberdaya Kesehatan dan Promosi
Kesehatan,

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program,
3 b. Sub Bagian Keuangan; |
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

7 Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah,
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Bidang Bina Gizi, Kesehatan ibu dan Anak terdiri dari :
a. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak;
b. Seksi Bimdal Kesehatan Tradisional, Kesehatan Kerja dan

Olah Raga;

¢. Seksi Bimdal Gizi Masyarakat.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina
Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak. |
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Pasal 15

(1) Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Kesehatan

Lingkungan terdiri dari :

a. Seksi Bimdal Pengendalian Penyakit Menular Langsung
dan Bersumber dari Binatang;

b. Seksi Bimdal Surveilance, Imunisasi, Matra dan Penyakit
Tidak Menular,

c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan
Wabah Bencana. :

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina
Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 16

(1) Bidang Bina Upaya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari
a. Seksi Bimdal Penunjang Medik dan Sarkes Yankep dan
Jiwa;
b. Seksi Bimdal Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;
c. Seksi Bimdal Pelayanan Kefarmasian dan Alkes.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina
Upaya Kesehatan dan Kefarmasian,

Pasal 17

(1) Bidang Bina Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Kesehatan
terdiri dari :
a. Seksi Bimdal Promosi Kesehatan dan Komunikasi Publik;
b. Seksi Bimdal Pengembangan SDM Kesehatan dan Diklat,
c. Seksi Bimdal Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina
Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Kesehatan.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagal
berikut :

Pasal 19
(1) Sekretariat terdiri dari
a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan,
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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9. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

;1 Pasal 26

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan;
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf f diubah, sehingga berbunyi
selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah terdiri atas -

Kepala Dinas ;

Sekretariat;

Bidang Koperasi;

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
Bidang Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan
UMKM;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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11. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 35

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : |
Pasal 39

(1) Bidang Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan
UMKM terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan UMKM,
b. Seksi Advokasi Koperasi dan UMKM,
c. Seksi Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM,
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.
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13. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 40
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas
Kepala Dinas ;
Sekretariat;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Penanggulangan
Kemiskinan,

e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;

f. Bidang Rehabilitasi Sosial;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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14. Ketentuan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 45 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari
a. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana
Sosial;
b. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Korban
Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
c. SeksiBantuan Sosial Korban Bencana Alam.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 43

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Penanggulangan
Kemiskinan terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
b. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
c. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Peran Keluarga.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial, dan Penangguiangan Kemiskinan.

Pasal 45

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial.
a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan
Korban Penyalahgunaan Nafza;
b. Seksi Pelayanan rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
¢. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
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1 | (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
1 bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
| Rehabilitasi Sosial.

15. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 47

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

16. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1)
dan Pasal 56 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

-4 (1) Sekretariat terdiri dari:

j a. Sub Bagian Program;

; b. Sub Bagian Keuangan;

j ¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 54

(1) Bidang Kepemudaan terdiri dari .
a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
b. Seksi Pengembangan Pemuda;
¢. Seksi Perlindungan dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 55

(1) Bidang Keolahragaan terdir dari:
a. Seksi Pembudayaan Olah Raga;
b. Seksi Penigkatan Prestasi Olah Raga;
c. Seksi Harmonisasi dan Kemitraan Olah Raga.

Pasal 56

{ (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga terdiri'

_‘ dani:

‘ a. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana
Kepemudaan;

b. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana

Keoiahragaan;
c. Seksi Pengendalian dan Perawatan Prasarana dan Sarana.

-
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17. Ketentuan Bagian Kesembilan Dinas Pertanian diubah sehingga
berbunyi Dinas Pertanian dan Petemnakan dan kKetentuan Pasal
57 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Petemakan terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Prasarana, Sarana dan Pembiayaan Pertanian;
Bidang Tanaman Pangan;

Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan;

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.
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18. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 58

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

19. Ketentuan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, diubah
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Pembiayaan Pertanian terdiri
dari
a. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
b. Seksi Pengelolaan Air Irigas;
c. Seksi Sarana dan Pembiayaan Pertanian.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Prasarana, Sarana dan Pembiayaan Pertanian.

Pasal 60

(1) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari
a. Seksi Budidaya Serealia;
b. Seksi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi-Umbian;
c. Seksi Sarana dan Teknologi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Tanaman Pangan.
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Pasal 61

(1) Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Pasca Penen;
b. Seksi Budidaya Ternak;
c. Seksi Perbibitan dan Pakan Ternak.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 62

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdin
dari:
a. Seksi Pengembangan Usaha Investasi dan Pemasaran;
b. Seksi Mutu dan Standarisas;
c. Seksi Pengolahan Hasil.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

20. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 63
(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura terdiri
atas:
. Kepala Dinas ;

a
b. Sekretariat,

c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil,
e. Bidang Produksi Perkebunan;
f Bidang Hortikultura;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 64

(1) Sekretariat terdiri dari .
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan,
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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22, Ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 diubah,
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -

Pasal 65

(1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :
a. Seksi Perluasan dan Pengolahan Lahan;
b. Seksi Pengolahan Air;
c. Seksi Sarana dan Pembiayaan Pertanian.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 66

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
a. Seksi Pengolahan Hasil, Mutu dan Standarisasi;
b. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi;
c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

Pasal 67

(1) Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari :
a. Seksi Tanaman Tahunan;
b. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar,
c. Seksi Tanaman Semusim.

Pasal 68

(1) Bidang Hortikultura terdiri dari :
a. Seksi Budidaya dan Pasca Penen Buah;
b. Seksi Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman
Obat;
c. Seksi Budidaya dan Pasca Panen Florikultura.

23. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

¢c. Bidang Planologi;

d. Bidang Bina Usaha Kehutanan (BUK);

e. Bidang Perlindungan Hutan;

f. Bidang Bina Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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24. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
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‘i 25, Ketentuan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74, diubah
g sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : '
: ‘ Pasal 71

(1) Bidang Planologi terdiri dari :
; a. Seksi inventarisasi dan Pengukuhan;
| b. Seksi Rencana dan Tata Guna Hutan;

c. Seksi Informasi dan Sumber Daya Hutan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Planologi.

Pasal 72

(1) Bidang Bina Usaha Kehutanan (BUK) terdiri dari :

a. Seksi Bina Usaha Hutan Alam dan Hutan Tanaman;

b. Seksi Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
] c. Seksi Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
] (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
| bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina
Usaha Kehutanan (BUK). o

A Pasal 73

(1) Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari
a. Seksi Pengamanan Hutan;
b. Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan,
¢. Seksi Humas dan Kebakaran Hutan.
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perlindungan

Hutan.
: Pasal 74
| (1) Bidang Bina Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial terdiri
1 dari :

a. Seksi Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS;
b. Seksi Perhutanan Sosial;
c. Seksi Aneka Guna Hutan dan Lahan.
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(2) Seksi dipimpih oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
hawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina
Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial.

26. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

_ Pasal 75
(1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
terdiri atas
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
¢. Bidang Mineral dan Batu Bara
d. Bidang Geologi;
e. Bidang Migas, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan

dan Konservasi Energi ;
f. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan;
_ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 76

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan,
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

28. Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79, diubah sehingga selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : |

Pasal 77

(1) Bidang Mineral dan Batu Bara terdiri dari :
a. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batu Bara;
b. Seksi Tekhnik Lingkungan Mineral dan Batu Bara;
c. Seksi Perencanaan dan Program Mineral dan Batu Bara.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
hawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mineral
dan Batu Bara.

Pasal 79

(1) Bidang Migas, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbatukan dan
Konservasi Energi terdiri dari : _
a. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
b. Seksi Ketenagalistrikan;
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¢c. Seksi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Migas,
Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbatukan dan Konservasi
Energi. | |

29. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

a Pasal 82

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program
; b. Sub Bagian Keuangan;
_% c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

30. Ketentuan Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 88 ayat (1) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
terdiri atas :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Industri Kecil Menengah;

Bidang Industri Agro, Kimia, Logam dan Mesin;

Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

Bidang Perdagangan Luar Neger;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.

S@ e AP o

Pasal 88

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan,
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

31. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 diubah, sehingga
herbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

(1) Bidang Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari :
a. Seksi Industri Pangan dan Sandang;
b. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
c. Seksi Industri Logam, Elektronika dan Kerajinan.
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Pasal 90

(1) Bidang Industri Agro, Kimia, Logam dan Mesin terdiri dari :
a. Seksi industri Argo ;
b. Seksi Industri Manufaktur;
¢. Seksi Industri Teknologi Pertanian, Elektronika dan
Standardisasi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri
Agro, Kimia, Logam dan Mesin.

32. Ketentuan Bagian Kelima belas Dinas kebudayaan dan Pariwisata
diubah sehingga berbunyi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dan ketentuan Pasal 93 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 93

(1). Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
terdiri atas :

Kepala Dinas ;

Sekretariat;

Bidang Pengembangan Distinasi Pariwisata;

Bidang Pemasaran Pariwisata;

Bidang Ekonomi Kreatif, -

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Keiompok Jabatan Fungsional.

S@mo a0 o

33. Ketentuan Pasal 94 ayat (1), diubah sehingga selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

(1) Sekretariat terdiri dari .
a. Sub Bagian Program
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

34. Ketentuan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98, diubah
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

(1) Bidang Pengembangan Distinasi Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Daya Tarik dan Investasi Distinasi
Pariwisata;
b. Seksi Industri Pariwisata;
¢. Seksi Pengembangan Wisata KIE dan Minat Khusus.
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(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pengembangan Distinasi Pariwisata.

Pasal 96

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi;
b. Seksi Promosi dan Pencitraan;
c. Seksi Promosi Wisata KIE dan Minat Khusus.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pemasaran Pariwisata.

Pasal 97

{1) Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:
a. Seksi Seni dan Budaya;
b. Seksi Media Desain dan IPTEK;
c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi
Kreatif.

Pasal 98

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif terdiri dari :
a. Seksi Litbang Kreatif;
b. Seksi Pengembangan SDM Parakref;
c. Seksi Standarisasi Kompetensi Kreatif.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bldang
Pengembangan Sumber Daya Kreatif.

35. Ketentuan Bagian Keenam belas Dinas Pendapatan dan Asset
Daerah diubah sehingga berbunyi Dinas Pendapatan.

36. Ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Huruf g di hapus, selanjutnya
Ketentuan Pasal 100 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut ;

Pasal 100

(1) Sekretariat terdiri dari
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Keuangan,
¢. Sub Bagian Kepegawaaian.



37,

38.
39.

-18 -

Ketentuan Pasal 101 ayat (1), Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 106
ayat (1), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

(1) Bidang Program terdiri dari
a. Seksi Penyusunan Program;
b. Seksi Pengkajian dan Informasi Hukum;
c. Seksi PDE dan Peningkatan Pendapatan.

Pasal 104

(1) Bidang Pendapatan Lain-lain terdiridari :
a. Sekst Pendapataan, Pembukuan dan Peiaporan ;
b, Seksi Sumbangan dan Perizinan;
c. Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-Lain.

Pasal 106

(1) Bidang Verifikasi dan Pengawasan terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Keuangan Materil dan Personi;
b. Seksi Evaluasi Verifikasi dan Pelaporan UPTD;
c. Seksi Pembinaan dan Pemutakhiran Data.

Ketentuan Pasal 105 di hapus.

Antara Pasal 122 dan Pasal 123 sisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 122 a
dan Pasal 122 b yang berbunyi sebagai berikut .

Pasal 122 a

Kewenangan satuan unit kerja perangkat daerah dibidang
pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal di daerah baik
perizinan maupun non perizinan dilaksanakan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 122 b

Kewenangan SKPD sebagaimana tersebut di atas yang akan
dilimpahkan menjadi tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disertai dengan
tenaga teknis dari masing-masing SKPD, penyiapan sarana dan
prasarana yang memadai serta pembiayaan yang dianggarkan
melalui APBN, APBD Provinsi setiap tahunnya dan akan diatur
dengan Peraturan Gubernur.
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Pasai i
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memetintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di  Kendari
Padatanggal 14 - 1% - 2012

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada langgal 14~ 1R - 2012

SEKRETARIS DAERAH

i

ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR 11



LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWES TENGGARA

NOMOR : \! TAHUN 2042
TANGGAL . 14 DPedewaber Zo\L
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA
. SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL — _ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
; UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN A AN
[ | | !
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
| BINA GIZI, KESEHATAN Pg&ﬁﬁﬁlﬁ'*’fﬁgggﬁ% BINA UPAYA KESEHATAN Bmggrﬁﬁgm A
BU DAN ANAK DAN KEFARMASIAN
LINGKUNGAN PROMOS| KESEHATAN
SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI
|| BIMDAL PELAYANAN i B'ggf#&ﬁ“ﬁgmﬁgt“ | BIMDAL PENUNJANG | BIMDAL PROMOS!
KESEHATAN 1BU NG DAN MEDIK DAN SARKES KESEHATAN DAN
DAN ANAK oy BINATAN YANKEP DAN JWA KOMUNIKASI PUBLIK
SEKSI SEKS! SEKS! SEKS!
1] BIMDAL KESEHATAN | BIMDAL SURVEILANCE, | aoaLuPAYA L\ ioAL PENGEMBANGAL
TRADISIONAL, IMUNISASI, MATRA,DAN
KESEHATAN DASAR SDM KESEHATAN
KESEHATAN KERJA PENYAKIT TIDAK e RULKAN AN DIKAT
DAN OLAR RAGA MENULAR
SEKS! SEKS! SEKS! SEKS!
4 || BIMDAL KESEHATAN Ll aiMDAL PELAYANAN i RIMDAL PEMBIAYAAN
BIMDAL GIZI LINGKUNGAN DAN
KEFARMASIAN DAN DAN JAMINAN
MASYARAKAT PENANGGULANGAN e KESERATAN NEEEHATAN
\WABAH BENCANA
L SUPTO ‘
ol
GUBERNUR S WESI TENGGARA,

NUR ALAM




LAMPIRAN [il : PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWES! TENGGARA
NOMOR : | TAHUN 2012
TANGGAL : '4 Resernder RO

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOWPOK JABATAN T
FUNGSIONAL [ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN e AN
[ | | i . |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN
| DARAT LAUT UDARA SISTEM INFORMATIKA
| SEKS] SEKS! SEKS! SEKS! SEKS!
H u || AnGKUTAN UDARA | H PENELTIANDAN | H
LALULINTAS ANGKUTAN LAUT DAN KESELAMATAN | | | HUBUNGAN ANTAR POS
PENERBANGAN LEMBAGA
SEKS! SEKS! SEKSI SEKS! SEKS!
| o . | PENGEMBANGAN | H
ANGKUTAN KEPELABUHANAN (EBANDARUDARAAN | [ SERSMEANSAR, || TELEKOMUNIKAS
DAN PELAPORAN
| SEKS! | SEKS/ SEKSI SEKS] SEKS!
L] KESELAMATAN | KeLAvaKan 8l
| DAN TEKNIK KESELAMATAN FASILITAS UDARA oi‘ﬂiﬁﬁﬁéf?aﬁﬁ? L | ] TERNOLOGI DAN
SARANA DAN PELAYARAN DAN MEKANIKAL N SoRTAG INFORMATIKA
PRASARANA . ELEKTRIKAL _
UPTD
GUBERNUR SU SI TENGGARA,

4

NUR ALAM
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LAMPIRAN 1V : PERATURAN DAERAH PROVINS| SULAWES TENGGARA
NCMOR : \1 TAHUN 2012

TANGGAL . W Dscenber Zot2

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

; DINAS PEKERJAAN UMUM

| PROVINSI SULAWESI TENCGARA

KEPALA
‘ r SEKRETARIAT
RELOMPOK JABATAN —
FUNGSIONAL [ _ ;
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN
[ |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN PENGAIRAN BINA MARGA CIPTA KARYA PERUMAHAN TATA RUANG BINA JASA
| KONSTRUKSI
SEKS/ SEKS! SEKS! SEKS! SEKS! SEKS! SEXS/
' H perencanaan | [ sunca, Danau | [T PEmBANGUNAN || [T AIR MINUM 1 KEPngBéANm | rerencanaan | [] Pomen 22
‘ UMUM DAN WADUK JALAN A TATA RUANG ; AKONGM“
_ SEKSI SEKSI SEKS! SEKS! SEKS! SEKS! SEKSI
| perencanaan | T RicasiDan | [) pewmaNauNan | [ AR LA, | [] PEvBaNGUNAN | ) PEMANFASTAN A
TEKNIS AIR TANAH JEMBATAN R APALAN PERUMAHAN RUANG mmnmsu%
| | SEKS! sl || SEKSI | SEKS/ SEKS! secs |} st
PEMELIHARAAN PENATAAN | LI PENGEMBANGAN] - PENGENDALIAN
i"mﬁ :: R’;“:ﬁ%’;‘” JALAN DAN BANGUNAN DAN- KAWASAN DEMANFAATAN | | PENGAWASAN
JEMBATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN RUANG
UPTD
GUBERNUR SU SI TENGGARA,

-

NUR ALAM



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWEST TENGGARA

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR ; \t

TAHUN 2012

TANGGAL _: Y4 DesemBer 20 12

UPTD

KEPALA
I SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN :
FUNGSIONAL [ _ ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN (e AN
! | | i
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL FASILITAS PEMBIAYAAN | - S|STPETS§$:TS§2RAS
DAN MENENGAH DAN SIMPAN PINJAM
| DAN UMKM
' SEKS! SEKS! SEKS! SEKS!
U KELEMBAGAAN DAN | PENGEMBANGAN || pEMBIAYAAN KOPERAS,| | PENGEMBANGAN
KETATALAKSANAAN KEMITRAAN DAN UMKM DAN USAHA SUMBER DAYA
KOPERAS! JARINGAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERAS} DAN UMKM
SEKS! SEKS! SEKS! SEKS!
USAHA KOPERASH ~  PENGEMBANGAN | PENGENDALIAN | ADVOKAS! KOPERAS!
INFORMAS], DATA DAN PEMBIAYAAN DAN UMKM
PUBLIKAS! USAHA
| SEKS! | SEKS/ SEKSI SEKSI
PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN § Ll PENGEMBANGAN
JARINGAN USAHA KEWIRAUSAHAAN PEN'SEQ'QENK&S\SEQTAN SISTEM USAHA
KOPERAS] DAN PEMASARAN KOPERAS! DAN UMKM



LAMPIRAN Vi : PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWES! TENGGARA
NOMOR SR || "TAHUN 2012

TANGGAL : M DescinmlBer ROV

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL N _ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN (EPEOARAIAN
[ | | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
P INAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN (el ETEAGAAN SOSIAL REHABILITAS! SOSIAL
| KEMISKINAN |
: SEKS! SEKS! SEKS! SEKSI
JAMINAN SOSIAL "l PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN 1 Pg‘a‘;jg’t%a::gﬂgmf'
DAN PENGELOLAAN SOSIAL KOMUNITAS ORGANISAS! SOSIAL iAoy
SUMBER DANA SOSIAL ADAT TERPENCIL DAN KARANG TARUNA Ny NAPZA
SEKSI SEKS) SEKS/ SEKS!
b AL KORBAM{ [l PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN TENAGAl || PELAYANAN
e KENERASAN DA SOSIAL FAKIR MISKIN KESOS MASYARAKAT REHABILITAS] SOSIAL
AN, DAN KEMITRAAN PENYANDANG CACAT
SEKS! SEKS! | SEKS! SEKS!
i L "
BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL KEPAHLAWANAN, PELAYANAN SOSIAL
KORBAN BENCANA N Kot UARGA KEPERINTISAN DAN A S IA
ALAM 3 ESETIAKAWANAN SOSIAL
UPTD

GUBERNUR § WESI TENGGARA,

NUR ALAM



LAMPIRAN VIl : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA
NOMOR : ) TAHUN 2012
TANGGAL : A v_wmeu 2.0\ 5

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
- SEKRETARIAT
RELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL — 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN o AN
| | [ !
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENEMPATAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENYIAPAN PEMUKIMAN PEMBINAAN
| PEMBINAAN, PELATIHAN DAN PENGAWASAN DAN PENEMPATAN MASYARAKAT
| TENAGAKERJA KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRAS! TRANSMIGRAS!
SEKS! SEKSI SEKS! SEKS!
- PENEMPATAN, PENGEM- - u
BANGAN KESEMPATAN KELEMBAGAAN PENYEDIAAN AREAL PENGEMBANGAN
KERJA DAN PENGENDALIAN DAN HUBUNGAN USAHA
INDUSTRIAL
TENAGA KERJA ASING
SEKSI SEKS! SEKS! SEKSI
| u -
] o Aéﬁ;ﬂ%’;ﬁ‘i‘o N SYARAT KERJA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
R A KERIA JAMSOSTEK HUBUNGAN INDUSTRIAL
SEKS! ] SEKSI i SEKS! | SEKSI
PEMBINAAN, PENGAWASAN PENEMPATAN DAN s Agﬁﬁf%ﬁ‘g‘m A
PELATIHAN DAN KETENAGAKERJAAN KEMITRAAN R PEAVERASIAN
PEMAGANGAN -
LINGKUNGAN
UPTD
GUBERNUR S SI TENGGARA,
rd

NUR ALAM



LAMPIRAN VIl : PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWES! TENGGARA

TAHUN 2012

14 Pesermnbor R0\

NOMOR
TANGGAL

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

f

KEPALA
SEKRETARIAT
RELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN e AN |
| |
BIDANG BIDANG BIDANG
KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN SARANA, PRASARANA
PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKSI SEKS! SEKS!
| | | PENGEMBANGAN
o oo e
KEPEMUDAAN
SEKS! SEKS! SEKS!
S PENGEMBANGAN PENINGKATAN H  PENGEMBANGAN
PEMUDA PRESTAS! OLAH RAGA PRASARANA DAN SARANA
- KEOLAHRAGAAN
SEKS! ] SEKS! | SEKS!
“|  PERLINDUNGAN DAN HARMONISAS! DAN | PEﬁ“ﬂ,&f{ﬁ%@‘gﬁgﬁN R
KEMITRAAN PEMUDA KEMITRAAN OLAH RAGA RAWATAIL PP
! W RJ"\ :A
L | L
GUBERNUR SU SI TENGGARA,

NUR ALAM



LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINS| SULAWES| TENGGARA

BAGAN

NOMCR : \
TANGGAL

TAHUN 2012

L4 Pesermboer A OVA

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
r SEKRETARIAT
SWPOK JABATAN
“UNGSIONAL — |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN o WAIAN
. | | |
G BIDANG BIDANG BIDANG
'SARANA PENGOLAHAN DAN
IAYAAN TANAMAN PANGAN R AN PEMASARAN HASIL
(AN PERTANIAN
A AR ]
sl SEKS! SEKS SEKS!
AN DAN . || KESEHATAN HEWAN, || PENGEMBANGAN
N LAHAN BUDIDAYA SEREALIA KESMAVET DAN USAHA INVESTASI
‘ N PASCA PANEN DAN PEMASARAN
<s! SEKSI SEKS SEKS/
LOLAAN 1 BUDIDAYA < BUDIDAYA TERNAK " MUTUDAN
AGAS! ANEKA KACANG STANDARISAS|
N DAN UMBI-UMBIAN
Ksl i SEKS/ i SEKSI | SEKS!
“AY?\m SARANA DAN PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL
IA TEKNOLOGI PAKAN TERNAK
FANIAN
UPTD
GUBERNUR SU SI TENGGARA,

NUR ALAM
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LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINS| SULAWESI TENGGARA
NOMOR ; i\ TAHUN 2012
TANGGAL : |4 QtsemBer Ao\

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
SEKR T
- EKRETARIA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
\ UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN o VAN
[ | | o |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PRASARANA DAN PENGOLAHAN DAN PRODUKS!
SARANA PERTANIAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN HORTIKULTURA
SEKS! SEKS! SEKSI SEKS
L || PENGOLAHAN u i
PERLUASAN DAN BUDIDAYA DAN PASCA
PENGOLAHAN LAHAN Hg?g’gg;%g&” TANAMAN TAHUNAN PANEN BUAH
SEKS! SEKS! SEKS! SEKSI
i | .  H supiDAYA DAN PASCA
PENGEMBANGAN TANAMAN REMPAH
PENGOLAHAN AIR PANEN SAYURAN DAN
USAHA DAN INVESTAS! DAN PENYEGAR O S OBAT
i SEKS! ] SEKS! | SEKS! SEKS!
g’ém’l“;ﬁ,ﬁm PROMOSI DAN CANAMAN SEMUSIM BUDIDAYA DAN PASCA
PEMASARAN PANEN FLORIKULTURA
PERTANIAN
UPTD
GUBERNUR SU SI TENGGARA,

L'}

NUR ALAM



LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA

NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2012

. V4 Qesemnben Rol2

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
! SEKRETARIAT
RELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL - 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
e UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN (A
[ | | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
SLANOLOGI BINA USAHA KEHUTANAN PERLINDUNGAN BINA REHABILITASI DAS
(BUK) HUTAN & PERHUTANAN SOSIAL
SEKS! SEKSI SEKS! SEKS!
INVENTARISAS! DAN 1 Bmﬁ%ﬁ:m‘ﬁm” PENGAMANAN HUTAN REMABILITASI DAN
PENGUKUHAN AN PENGELOLAAN DAS
SEKS! SEKS! SEKSI SEKS]
RENCANA DAN i B‘“ﬁﬁ%&ﬁ%ﬁ“‘“ 5 ’é%ﬁsﬁgﬁﬁézgm | PERHUTANAN SOSIAL
TATA GUNA HUTAN HASIL HUTAN JASA LINGKUNGAN
SEKS! i SEKS] SEKS! SEKS!
INFORMAS! DAN Bé%‘;%’:ﬁ%fpm“ n HUMAS DAN | ANEKA GUNA HUTAN
SUMBER DAYA HUTAN Wiy KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
UPTD
GUBERNUR SU SI TENGGARA,

NUR ALAM



LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES| TENGGARA

NOMOR : " TAHUN 2012
TANGGAL : ‘4 Gew
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA
r ' SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL I |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN HUKUM DAN UMUM DAN
DAN PROGRAM KEPEGAWAIAN | |PERLENGKAPAN
I [ [ |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
MINERAL DAN BATU BARA GEOLOGI “’gﬁ;;gETENAGA“STR'KAN' PENGEMBANGAN DAN
| BARU TERBARUKAN DEMBERDAYAAN
DAN KONSERVASI ENERG!
A | R | e [ |
SEKSI SEKSI SEKS! SEKS!
TPENGUSAHAAN MINERAL 1 DATA DAN INFORMASI "1 MINYAK DAN GAS BUMI [ PEMBERDAYAAN
DAN BATU BARA GEOLOGI MASYARAKAT
SEKS! SEKSI SEKS! SEKSI
KERJASAMA ANTAR
- TEKNIK | GEOLOGI TATA |
LINGKUNGAN, MINERAL ILAYAH DAN KETENAGALISTRIKAN LEMBAGA DAN
- DAN BATU BARA PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN POTENS| ESDM
| SEKSI | SEKS! SEKSI SEKS!
L)
PERENCANAAN DAN INVENTARISAS] PEMANFAATAN ENERGI PENDIDIKAN DAN
PROGRAM MINERAL DAN GEOLOGI BARU TERBARUKAN DAN PELATIHAN
: BATU BARA KONSERVAS| ENERG!
UPTD
GUBERNUR S SI TENGGARA,

NUR ALAM



LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

NOMOR ‘ \ TAHUN 2012
TANGGAL @ Wi ResombBor 2ot2
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
]

1
2
‘:

KEPALA |
r ; SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN !
FUNGSIONAL L I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN KEPEG.3
KEHUN(ASAN INVENTARISAS] ASET PERENCANAAN
[ | ! - l
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN ANAK
PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH USIA DINI, NON FORMAL KEBUDAYAAN
DAN INFORMAL {PAUDNI)
| A [ | U |
SEKS/ SEKS! SEKS! SEKSI
1 8 . PEMBINAAN
: PEMBINAAN KESENIAN DAN
PEMBINAAN SD/PK-LK SMAPKLK PAUD SERFILEMAN
SEKS! SEKS! SEKSI SEKS!
H - s PEMBINAAN ! CAGAR BUDAYA DAN
PEMBINAAN _
SMPIPK LK PEMBINAAN SMK DIKMAS PERMUSEUMAN
SEKS! SEKSI SEKSI SEKS!
IPEMBINAAN KURIKULUM,| L PEMBINAAN KURIKULUM, § PEMSK}{,A‘;‘?‘KKSEJE%UM L} SEJARAH DAN NILA
KESETARAAN DAN KESETARAAN DAN BUDAYA
PTK DIKDAS PTK DIKMEN
UPTD
GUBERNUR SU SI TENGGARA,



LAMPIRAN XIil : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR @ W TAHUN 2012
TANGGAL = Wit Desetmmfev RO\

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
- SEKRETARIAT
RELONPOK JABATAN
FUNGSHONAL | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN (L OANAAY.
[ | ' [ |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDIDAYA PENGAWASAN DAN KELAUTAN. PESISIR DAN
PENGENDALIAN SDKP PULAU-PULAU KECIL
SEKSI SEKS! SEKS! SEKS
| SUMBER DAYA IKAN, || TEKNOLOGI DAN H  oENANGANAN H  oEMBERDAYAAN
TEKNOLOGI DAN PELAYANAN USAHA PELANGGARAN MASYARAKAT PESISIR
PELAYANAN USAHA BUDIDAYA
SEKS/ SEKS/ SEKS! SEKS!
| SARANADAN | SARANADAN || PEMBERDAYAAN
PRASARANA PRASARANA PENGAWAS N KP3K
PENANGKAPAN 1KAN PEMBUDIDAYAAN IKAN PERIKANAN
SEKSI SEKS/ SEKSI SEKSI
|| pemBENIHAN i |
PENGOLAHAN DAN KESEHATAN [KAN DAN S@Qfm{gﬁﬁ KONSERVASI DAN
PEMASARAN HASIL PERLINDUNGAN P ASAN REHABILITAS!
KAWASAN BUDIDAYA
UPTD

GUBERNUR S WESI TENGGARA,

/
NUR ALAM



.

LAMPIRAN X1V © PERATURAN DAERAH PROVINS| SULAWES! TENGGARA
NOMOR : n TAHUN 2012
TANGGAL : VA Octewmber Zo\R

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA
r SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL L |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN (P ANAAN
[ [ | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
INDUSTRI KECIL INDUSTRI AGRO, KIMIA, PERDAGANGAN PERDAGANGAN
MENENGAH LOGAM DAN MESIN DALAM NEGERI LUAR NEGERI
SEKS! SEKS! SEKSI SEKS!
INDUSTRI PANGAN 1 INDUSTRI AGRO - PE’;ﬁgngD'ﬁAN PENGEMBANGAN
DAN SANDANG S EKSPOR
SEKS! SEKS! SEKS! - SEKS!
| INDUSTR! KIMIA DAN 1 INDUSTRI 1 o A‘iﬁgg&?ﬁgﬁgm | PEMBINAAN IMPOR
BAHAN BANGUNAN MANUFAKTUR oRSUMEN
SEKS! SEKS! SEKS! SEKSI
Ll INDUSTRI LOGAM a INDUSTRI Ll BINA USAHA DAN
’ TEKNOLOGI PERTANIAN PROMOS! DAN
ELEKTRONIKA DAN O NIKA DAN PENDAFTARAN A
KERAJINAN PERUSAHAAN
STANDARISAS!
UPTD
GUBERNUR S SI TENGGARA,
p

NUR ALAM



LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSBULAWESI TENGGAR,

NOMOR : 1L
TANGGAL

THUN 2012

‘BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

L4 pesedber 202

NUR ALAM

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN ‘
FUNGSIONAL 1 _ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAI SUB BAGIAN
UMUM DAN
PROGRAM KEUANGAN | | (emeaamAnn
| | | ;

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA EKONOMI KREATIE PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA JUMBER DAYA KREATIF

PR | SN | A DR |
SEKS! SEKS! SEKS! i SEKSI
1 PENGEMBANGAN DAYA | PENGEMBANGAN PASAR B ‘
TARIK DAN INVESTAS! DAN PELAYANAN SENI DAN BUDAYA LITBANG KREATIF
DESTINAS! PARIWISATA INFORMAS
SEKS! SEKS! SEKS! SEKS!
PROMOS! DAN MEDIA, DESAIN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA PENCITRAAN DAN (PTEK | soM PAREKRAF
SEKS! SEKS! SEKS! L SEKS!
ﬁ’;‘gﬂ“ﬁ@’gfﬁ | PROMOSI WISATA KiE KERJASAMA DAN STANDARISASI
b e D DAN MINAT KHUSUS FASILITASI KOMPETENS! KREATIF
UPTD
GUBERNUR SU SITENGGARA,
-



LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGAR

NOMOR N TAHUN 2012
TANGGAL 14 Desewmber 2otk
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

KEPALA
SEKRETARIAT
RECOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | _ _ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEUANGAN oER ENGKAPAN| | KEPEGAWAIAY
i | i [ I

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PENDAPATAN VERIFIKASI DAN
PROGRAM PAJAK RETRIBUSI e e o

SEKS! SEKS! SEKS! SEKS! SEKS!
1 PENYUSUNAN | PENDATAAN PENETAPANDAN | [ _PENDAPATAN, -] PENGAWASAN
i ENETAPAN S AIAN PEMBUKUAN DAN KEUANGAN MATES
PELAPORAN DAN PERSONIL

SEKS! SEKS! SEKSI SEKS! SEKS!
i Iggggmgf‘ﬁu%’}‘w | PENAGIHANDAN || 1  EVALUASI DAN " SUMBANGAN B VEE‘{QLKLA‘;?E o
PELAPORAN PELAPORAN DAN PERIZINAN P

! SEKS/ SEKS! SEKS! SEKS! SEKS!

| i |
POE DAN CERTIMBANGAN CENDATAAN DAN DANA PERIMBANGAN PEMBINAAN DA
PENINGKATAN D e RATAN N EADALIAN DAN PENERIMAAN PEMUTAHIRAN D
PENDAPATAN LAIN-LAIN
UPTD
GUBERNUR S WESI TENGGARA,
P,



